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d. informasi lain yang dianggap perlu.

(1)

(2]

(1)

(2)

(3)

Pasal 302

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki

sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat

(4)huruf a dilakukan dengan cara:

a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen
awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli,
akte hibah, atau dokumen setara lainnys, maka Pengelola
Barang/Pengguna DBarang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang segera mengajukan permohonan  penerbitan
sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan
Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional sctempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

b. apabilabarang milik daerah tidak didukung dengan
dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk
memperoleh  dokumen awal kepemilikan scperti niwayat
tanah,

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah berscrtifikat

namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b dilakukan dengan
cara Pengelola Barang/Pengguna Barangdan/atau Kuasa

Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan

nama scrtifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan

sctempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

Paragrat Ketiga
Tata Cara Pengamanun Gedung
Dan/atau Bangunan

Pasal 303

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakulkan

dengan, antara lain:

a. membangun pagar pembatasgedung dan/atau bangunan;

b. memasang landa kepemilikan berupa papan nama;

c.melakukan  tindakan  antisipasi  untuk  mencegah/
menanggulangi terjadinya kebakaran

d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis
atau vang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi
melakukan pelavanan langsung kepada masyarakat dapat
memasang Closed-Circuit Television (CCTV);

e.menvediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai
fungsi dan peruntukkan gedung dan/atan bangunar sesuai
kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa

gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan

kemampuan keuangan pemerintah daeralh.

Skala prioritas scbagaimana dimaksud pada ayat (2]

antaralain:

a. [ungsi penggunaan bangunan;
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b. lokasi bangunan;dan

c.unsur nilai strategis bangunarn.

Pengamanan administrasi gedung dan/atau  bangunan

dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan

menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen
schagaiberikut:

a, dokumen Lkepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB];

b. keputusan penetapan status pengpunaan gedung dan/atau
bangunan;

c.daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau
bangunan,

d. daltar Barang Pengguna berupagedung dan/atau bangunan;

e.daftar Barang Pengelola berupagedung dan/atau bangunan;

f. Berita Acara Serah Terima (BAST);dan

g.dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:

a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB],
bagi bangunan yang Dbelum memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB);dan

b, mengusulkan penetapan status penggunaan

Paragraf Kccmpat
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas
Pasal 304

Kendaraan dinas terdiri dari:

a. kendaraan perorangan dinas, yaitu KkKendaraan bermotor
vang digunakan bagi pemangku jabatasn:

1. Bupati; dan/atau
2. Wakil Bupatl.

b. kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan
dan  dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional
perkantoran;

¢ kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan
untuk pelayanan operasional khusus, lapangan,dan
pelayanan umui.

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:

a. kendaraan perorangan dinas,

b. kendaraan dinas jabatan; dan

c.kendaraan dinas operasional.

Pasal 305
Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dirnas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huraf a
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima [BAST)
kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
yvang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas
dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan
dinas.
Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi klausa antara lain:
a. pernyataan tanggung jawab atas  kendaraan dengan
keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun




(3}

(4)

(1)

(2]

(3)

107

perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas
perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada
kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan
seluruh risiko vang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

c.pernyataan  untuk mengembalikan kendaraan setelah
berakhirnyva jangka waktu penggunaan atau masa jabatan
telah berakhir kepada Pecngguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan
perorangan dinas;

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada
saat berakhirnya masa jabatan sesuai vang tertera dalam
berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam

berita acara penyerahan.

Kehilangan Kendaraan Perorangan [inas menjadi tanggung

jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 306

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan

schagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b

dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)

kendaraan antara:

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang
menggunakan kendaraan Ninas Jabatan Pengguna Barang;

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang,
darn

c.Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat
yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Berita Acara Serah Terima [BAST) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berisi klausa antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan
ketcrangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun
perakitan  kendaraan, kode barang, dan rincian
perlengkapan vang melekat pada kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan
seluruh risiko vang melekat atas kendaraan dinas jabatan
tersebut;

c.pernyataan  untuk mengembalikan  kendaraan setelah
berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan
telah berakhir; dan

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada
saat berakhirnva masa jabatan sesuai yang tertera dalam
berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan dinas jabalan dituan gkkan dalam

berila acara penverahan kembali.

Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung Jawab

penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 307
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Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas pperasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2] huruf ¢

dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab
atas  kendaraan dinas  operasional dimaksud dan
ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa FPengguna

Barang dengan penanggung jawab  kendaraan dinas

operasional,

Surat pernyalaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada avat (1) memuat antara lain:

a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode
barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;

h. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas
operasional dengan scluruh risiko yang melckat atas
kendaraan dinas terscbut;

c.pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera
setelah jangka waklu penggunaan berakhir;

d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan
dalam berita acara penyerahan kembali; dan

e.mcnyvimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang
ditentulkan.

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dan
kesalahan atau kelalaiun atau penyimpangan dari kctentuan,
maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan
kendaraan dinas sebagal penanggung jawab kendaraan dinas
dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 308

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilalkukan, dengan

menghimpun, mencalat, menyimpan, dan menatausahakan

secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKBJ;

b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNKJ;

c.Berita Acara Serah Terima (BAST):

d. Kartu pemeliharaan;

e.data daftar barang; dan

f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan
kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNEK, termasuk
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

b. melalukan pemprosesan  Tuntutan Ganti Rugi  yang
dikenakan pada pihak-pihakyang bertanggungjawab atas
kchilangan kendaraan dinas bermotor.

Paragraf Kelima
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Pasal 309
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
dilarang menelantarkan rumah negara.
Pengamanan [isik numah negara dilakukan, antara lain:
a, pemasangan patok; dan/atau
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b. pemasangan paparn namsa.

Pemasangan papan nama scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi unsur, antara lain:

a. logo pemerintah daerah; dan

b. nama pemerintah daerah.

Pagsal 310
Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang
ridak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggl
disesuaikan dengan kondisi sctempat.
Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan
pemerintah daerah.

Pasal 311

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumsh

negara dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima

(BAST) rumah negara.

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada

avat (1] dilakulkan oleh:

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan rumah negara dengan Pejabat Daerah atau
pemegang jabatan tertentu  yang mcnggu nakan rumah
negara Pejabat Daerah atau pemegang jabatan tertentu;

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang
yang menggunakan rumah ncgara jabatan Pengelola
Barang;

c.Pengelola  Barang dengan Pengguna  Barang  yang
mengegunakan rumah negara jabatan Pengguna Barang;

d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang
mengegunakan rumah negara jabatan Kuasa FPengguna
Barang; dan

e Penppuna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang dengan
penanggung jawab rumah ncgara yang dalam penguasaan
Pengpuna Barang/Kuasa Pengelola Barang,.

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) memuat antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan
keterangan jenis golongan, luas, kode  barang rumah
negara, dan kode barang sarana/prasarana rumah negara
dalam hal rumah negara tersebut dilengkapi dengan
sarana/ prasarana didalamnya;

b, pernvataan tanggung jawab alas nunah necgara dengan
seluruh risiko yang melckat atas Rumah Negara tersebut;
c.pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah
berakhirnva jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP] atau
masa  jabatan telah  berakhir kepada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang;

d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada
saal berakhimya masa jabatan atau berakhirnya Surat [zin
Penghunian (SIP) kepada Pengelola DBara ng/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;

e.Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara
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dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah
Terima (BAST) dan diserahkan kembali pada saat
berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat [zin
Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;dan

f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST).

Pasal 312

Kewajiban penghuni ramah negara, antara lain:

a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung
jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah
negara bersangkutan; dan

b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada
pejabat vang berwenang paling lambat dalam jangka waktu
1 (satu] bulan terhitung sejak tanggal dilerimanya
keputusan pencabutan Sural Izin Penghunian (SIF).

Penghuni rumah negara dilarang untuk:

a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin
tertulis dari pejabat vang berwenang pada OFD yang
bersangkutan,

b, menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi
dan peruntukkannya;

c.meminjamkan atau  menyewakan rumah negara, baik
sebagian maupun kescluruhannya, kepada pihak lain;

d. menyerahkan rumah negara, baik sebaglan  maupun
keseluruhannva, kepada pihak lain;

e, menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara
sebapal agunan atau bagian darl pertanggungan utang
dalam bentuk apapun; dan

f menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi
masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 313
Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa
rumah negara ditetapkan oleh Bupati.
Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana
ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian (5IP), kecuali
ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat lzin
Penghunian (SIP).
Surat Izin Penghunian (SIP} untuk rumah negara golongan |
ditetapkan oleh Pengelola Barang.
Surat [zin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan 1
dan golengan 111 ditetapkan oleh Pengguna Barang.
Surat Izin Penghunian {SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} dan ayat (4) sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP),
dan jabatan calon penghuni rumah negara;
b. masa berlaku penghunian;
c.pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban
yang melekat pada rumah ncgara;
d. menerbitkanpencabutanSuratlzinPenghunian(SIP)  terhadap
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penghuni, yang dilakukan:

Lpaling lambat 1 (satu) bulan terhitung scjak saat
meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;

2 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung scjak keputusan
pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas
kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin
pemberhentian;

3 paling lambat 2 [dua) minggu terhitung sejak saat terbukti
adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar
larangan penghunian rumah negara yang dihuninya;dan

4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun,
hagi penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 314
Penghuni rumah negara golongan 1 yang tidak lagi mendudulki
jabatan harus menyerahkan rumah negara.
Penghuni rumah negara golongan Il dan golongan III tidak lagi
menghuni atau menempali rumah negara karena:
a. Dipindah tugaskan (mutasi);
b. izinpenghuniannyaberdasarkan Surat Izin Penghunian (SID)
telah berakhir;
e berhenti atas kemauan sendiri;
d. berhenti karena pensiun;atau
e diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 315
Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah
negara Golongan II dan rumah negara golongan III yang
meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara yang
dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat
diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian
(SIP).
Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIPjrumah negara
Golongan T dilakukan oleh Pengelola Barang.
Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan III
dilakukan oleh Pengguna Barangyang menatausahakan rumah
negara bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 316

Apabila terjadi sengkela terhadap penghunian rumah negara
golongan Irumah negara golongan Il dan rumah negara
golongan 1, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang yang
bersangkutan melakukan penyelesaian dan melaporkan hasil
penyelesaian kepada Bupati.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta
bantuan OPD /funit kerja OPD terkait.

Pasnl 317

Penpamanan adminisirasi barang milik daerah berupa rumah
Negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan,
dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen,
antara lain:




112

a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanaly;

b, Surat [zin Penghunian (SIP);

c. kepulusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I,
golongan Il atau golongan 1lI;

d. gambar/ legger bangunan;

e, data daftar barang;dan

f. keputusan pencabutan Surat Tzin Penghunian (SIP).

Paragraf Keenam
Tata Cara Pengamanan Barang milik Daerah
Berupa Barang Persediaan

Pasal 318

(1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antaralain:

a. Menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran
jenis barang;

b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam
pudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan;

c.menyediakan tempat penyimpanan barang;

d. melindungi gudang/tempat penyimpanan;

e.mcnambah prasarana penanganan barang di gudang, jika
diperlukan;

[ menghitung fisik persediaan secara periodik;dan

g.melakukan pengamanan persediaan.

(2) Pengamanan administrasi barang persediaan  dilakukan,
antaralain:

a. bukupersediaan;

b. kartu barang,

c.Berita Acara Serah Terima (BAST);

d. berita acara pemeriksaan fisik barang;

c.Surat Perintah Penyaluran Barang(SPPB);

f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barangsemesteran/tahunan;

¢ dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

(3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dergan
melakukan pemprosesan luntutan ganti rugi yang dikenakan
pada pihak-pihak vang bertanggungjawab atas kehilangan
barang persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain
Tanah,Gedung dan/atau Bangunarn, Rumah Negara, dan
Barang Perscdiaan Yang Mempunyai Dokumen
Berita Acara Serah Terima

Pasal 319
(1) Pengamanan [isik barang milik daerah berupa selain
tanah,gcdung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang
persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah
terima dilakukan dcngan menvimpan barang di tempat yang
sudah ditentukan di lingkungan kantor.
(2] Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain
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tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang
persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah
Terima (BAST) dilakukan, antaralain:

a. Fakiur pembelian;

b. delkumen Berita Acara Serah terima (BAST);

c.dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah,
sedung dan/fatau bangunan, rumah ncgara, dan barang
persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah
Terima [BAST) dilakukan dengan melakukan pemprosesan
Tuntutan Ganti Rugi vang dikenakan pada pihak-pihak vang
bertangeungjawab atas kehilangan barang scsual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan
Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak
Berwuijud

Pasal 320

Pengamanan fisik barang milik dacrah berupa barang tak

berwujud dilakukan dengan:

a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-
pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian
suatu aplikasi;

b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi
vang dianggap strategis oleh pemerintah dacrah.

Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang

tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalat:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan
secara tertib dan teratur atas dekumen scbagal berikut:

1. Berita Acara Serah Terima (BAST);

2. Lisensi,dan

3. dokumen pendukung terkait lainnya vang
diperlulkear.

b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau
pihak yang memiliki kewenangarn.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Paragral Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 321

Barang vang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau
barang milik dacrah dalam penguasaan Pengclola Barang/
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna
Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya.

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah
schagaimana dimakud pada ayat (2] adalah untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar
selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan
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secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja
pemeliharaan dalam jumlah yang cukup,

Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan
pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab
sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Dacrah

Pasal 322
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321
berpedoman pada daftar kebutuhan pemcliharaan barang
milik dacrah.
Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
daftar kebutuhan barang milik daerah.

Pasal 323
Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil
Pemcliharaan Barang vang berada dalam kewenangannya.
Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan
harang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis
kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara
berkala setiap enam bulan/persemester.
Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar
hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (salu)
Tahun Anggaran.
Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna
barang atau pejabat yang ditunjuk scbagaimana dimaksud
pada ayat (3] merupakan baban untuk melakukan evaluasi
mengenai efisicnsi pemeliharaan barang milik daerah.
Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadeap:
a. Anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan;dan
b. Target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.
Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil
PemeliharaanBarang tersebut kepada Pengelola Barang secara
berkala.

Pasal 324

Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik
dacrah dilakukan pencatatan kartu pemecliharaan/perawatan
vang dilakukan olech pengurus barang/pengurus barang
pembantu.

Kartu perncliharaan/perawatan scbagaimana dimaksud pada
avat (1) memuat:

a. Nama barang.

b. spesifikasinya;
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c.tanggal pemeliharaan;

d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
e.barang atau bahan yang dipergunakan;

f. biaya pemeliharaan;

o pihak vang melaksanakan pemeliharaan;dan
h. hal lain vang diperlukan.

BAB IX
PENILATAN

Pasal 325
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau
pemindah tanganan.
Penilaian barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada
ayat [1) dikecualikan untuk:
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai;dan
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik
daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 326
Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan
dilakukan oleh:
4. Penilai Pemerintah:atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah Penilai sclain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin
praktik Penilaian dan menjadi anggola asosiasi Penilai yang
diakui oleh pemerintah.
Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangarn.
Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh
dari hasil pcnilaian menjadi tanggung jawab Penilal.

Pasal 327
Penilaian barang milik daerah selain  tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan
dilakukan oleh Tim vang ditetapkan oleh Bupati dan dapat
melihatkan Penilai yang ditetapkan Bupati
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah panitia
penaksir harga yang unsurnya terdiri dari OPD/Unit Kerja
terkait.
Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilal
Pemeriniah atau Penilai Publik.
Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayal (1] dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
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(5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilalukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai,
maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan
nilai taksiran.

(6] Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditelapkan oleh Bupati.

Pasal 328

(7) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian
kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah
vang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah dacrah.

(8) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesual
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP} yang metode
penilaiannya dilaksanakan sesual standar penilaian.

a. Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang
milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
pemerintah vang berlaku secara nasional.

b. Ketentuan pemerintah yang berlaku  secara nasional,
schagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh  entitas
pemerintah daerah.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 329
(1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan  bagi
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindah
tangankan.
(2] Bentuk pemindahtanganan barang milik dacrah meliputi:
a. Penjualan;
b. Tukar menukar;
c.hibah;atau
d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 330
(1] Dalamrangka pemindahtianganan barang milikdaerah
dilakukan penilaian.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, untuk pcmindah tanganan dalam bentuk hibah.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 331
{1) Pemindahtanganan barang milik dacrah yang dilakukan
setelah mendapat persetujuan DFRED untuk:




LIF

a. tanah dan/atau bangunan; atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp
5.000.000.000.,- {(lima miliar rapiah).

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah tidak sesual dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran  untuk bangunan
pengganti sudah discdiakan dalam dokumen penganggararn;

¢. diperuntukkan bapi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangkalan;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan/atau berdasarkan ketenluan perundang- undangan,
vang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak
secara ekonomis.

Pasal 332

(1) Tanah dan/atau bangunanyang sudah tidak sesual dengan
tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 331 ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwalokasi
tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan
peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan
kota scbagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan
penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah
dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 333

Banpgunanyang harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan pengegantisudah disediakan dalam dokumen
penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayal (2)
huruf b, dimaksudkan bahwayang dihapuskan adalah bangunan
vang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya
didirikan banpgunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi
scsual dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam
dokumen penganggararn.

Pazal 334
Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawal negeri
sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf ¢, adalah:
a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah
negara/daerah golongan [II;
b. tanah vyang merupakan tanah kavling yang menurut
perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan
pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 335
(1} Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagl
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331
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ayat (2) huruf d, adalah tanah danj/atau bangunan yang
digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan
bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama,
dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya
kepiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan
persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau
masyarakat/lembaga internasional,

(2) Kategori bidang kegiatan schagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain sebagai berikut:
a. jalan umum termasuk akses jalan scsual peraturan
perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
b. saluran  air minumj/air bersih dan/atau saluran
pembuangan air;
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya,
termasuk saluran irigasi;

rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;

tempat ibadah;

sekolah atau lembaga pendidikan nonkomersial,

. pasar umurm;

fasilitas pemakaman umum;

j. fasilitas  keselamatan umum, antara lain tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;

k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;

|, sarana dan prasarana ocolahraga untuk umum; m.stasiun
penyiaran radio dan televisi beserta sarana

m. pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

n. kantor pemerintah, pemerintah dacrah, perwakilan negara
asing, Perserikatan  Bangsa-Bangsa, dan  lembaga
internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-
Bangsa;

ofasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

p. rumah susun sederhana;

q. tempal pembuangan sampah untuk umum;

r.cagar alam dan cagar budaya;

s.promosi budayanasional;

t. pertamanan untuk umum;

1. panti sosial;

v.lembaga pemasyarakatan;dan

w. pembangkit, turbin. transmisi, dan distribusi tenaga listrik
termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu
kesatuan vang tidak dapal terpisahkan.

RSN <
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Pasal 336
Pemnindahtanganan barang  milik daerah berupatanah
dan/ataubangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal331 ayat
(2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persctujuan
Bupati.

Pasal 337
(1] Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan Jatau
bangunan vang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00
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(lima miliar rupiah) dilakukanoleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Pemindahtanganan barang milik daerah seclain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang sctelah
mendapat persetujuan DPRD.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam
bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.

Nilai schagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2}
merupalkan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam
henrtuk hibah.

Usul untuk mempercleh persetujuan DPRD  schagaimana
dimaksud pada ayal (2) diajukan oleh Bupati.

Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan pertiapusulan.

Bagian Ketiga
Penjualan
Paragrat Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 338
Penjualan  barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbangarn:
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau
tidak digunakan/dimanfaatkan;
h. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
dijual; dan/atau
c.sebagai  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang
milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi OFD  atau tidalk
dimanfaatkan olch pihak lain.

Pasal 339
Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali
dalam hal tertentu.
Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan
barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat
lelang.
Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
b. Barang milik daerah lainnya yang ditctapkan lebih lanjut
olch Bupati.
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Barang milik daerah yang bersifat  khusus, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang
diatur secara khusus sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain yaitu:

a. Rumah ncgara golongan Il yang dijual kepada penghuninya
yang sah;

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Pejabat negara; danfatau
2. Mantan pcjabat negara.

Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada

ayat (4} huruf b antara lain yaitu:

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk
kepentingan umum;

b. tanah  kavling yang mchurut perencanaan  awal
pengadaunnya digunakan untuk pembangunan perumahan
pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pclaksanaan Anggaran [DPA);

c.selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan
kahar {forcemajeure},

d. bangunan yang herdiri di atas tanah pihak lain yang dijual
kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

c.hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan
dibangun kembali;atau

f selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mermniliki bukti
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rpl.000.000
(satu juta rupiah) per unit.

Pagal 340
Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan
penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah
yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun
sederhana, vang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupat
berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai kelentuan
peraturan perundang-undangan.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327.
Penentuan nilai dalam tangka penjualan barang milik
daerahsecara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339
avat(l]dilakukandengan memperhitungkan factor penyesu aian.
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4] merupakan
limit/batasan tcrendah yang disampaikan kepada Bupati
scbagai dasar penetapan nilai limat.
Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) adalah harga minimal barang vang akan dilelang.
Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh
Bupati selaku penjual.

Pasal 341
Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak laku dijual pada lclang pertama, dilakukan lclang ulang
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sehanvak 1 [satu) kali.

Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapart dilakukan penilaian ulang,

Dalam hal setelah pelaksanaan lclang ulang, barang milik
daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual,
Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa
lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal alau
pemanfaatan.

Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah setelah
mendapat persctujuan Bupati

Pasal 342
Barang milik dacrah berupa selain tanah dan/atau bangunan
vang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang
ulang sebanyak 1 (satu) kali.
Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan penilaian ulang.
Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang
menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar
menukar, hibah, atau penyerlaan modal.
Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan sctelah mendapat persetujuan Bupart
untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.
Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau
penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 343

Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan

seluruhnya ke rckening Kas Umum Daerah.

Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan

Umum Daerah maka:

a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik dacrah
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah
merupakan penerimaan dacrah yang disetorkan seluruhnya
ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah
dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan
dacrah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kus Umum
Dacrah.

Paragraf Kedua
Objck Penjualan

Pasal 344

(1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang /Pengguna Barang, meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan;
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b. gelain tanah dan/atau banguan.

Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a

dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan tcknis;

b. memenuhi persyaratan ckonomis, yvakni secara ckonomis
lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik
daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan
barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;dan

c.memenuhi persyaratan vuridis, yakni barang milik daerah
tidak terdapat permasalahan hukum.

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

antaralain:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak  scsual
dengan tata ruang wilayah;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat
digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;

c.tanah kavling vang menurut awal perencanaarl
pengadaannya diperuntukkan bagi pembanpunan
perumahan pegawal negeri Pemerintah Daerah Kabupatcn
Bangkalan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

c.barang milik daerah vang menganggur (idle) tidak dapat
dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan,

Penjualan barang milik dacrah selain tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b

dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ckonomis
lehih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila
barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan
permeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang
dipercleh;dan

c.memenuhi persvaratan yuridis, yakni barang milik daerah
tidale terdapat permasalahan hukum.

Persyaratan teknis schagaimana dimaksud pada ayat (4

huruf a antara lain:

a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan
karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

b. barang milik dacrahsecara teknis tidak dapat digunakan lagi
alcibat modernisasi;

c.barang milik daerah tidak dapat digunakan dan
dimmanfaatkan karena mengalami perubahan dalam
spesitikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan
lain-lain sejenisnya,atau

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam
timbangan /ukuran disebabkan penggunaan atau
susutdalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 345
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Penjualan barang milik dacrah berupa tanah kavling yang menurut

awalperencanaanpengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan

perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah Kabupaten

Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayal (6) huruf b

dilakukan dcngan persyaratan:

a pengajuan permohonan penjualan  disertai dengan bukti
perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri
Pemerintah Dacrah Kabupaten Bangkalan;dan

b, penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai
negeri sipil Pemerintah Dacrah Kabupaten Bangkalan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 346

(1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor
dinas operasional dapat dilaksanakan apabila tclah memenuhi
persyaratan, vakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(2) Usia 7 (tujuh] tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. terhitung mulai tanggal., bulan, dan tahun perolchannya
sesuai dokumen Xkepemilikan, untuk perolehan dalam
kondisi barma; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya
sesuai dokumenkepemilikan, untuk perolehan tidak dalam
kondisi baru.

(3] Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor
rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggl- tingginya 30 %
[tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat
dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.

(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia ¢
(tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang
berkompeten

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 347
Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
a. Inisiatif Bupati; atau
b. Permohonan pihak lain,

Pasal 348
{1) Penjualan barang milik dacrah pada Pengelola Barang diawali
dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara
lair:
a. data barang milik daerah;
b. pertimbangan penjualan;dan
c.perfimbangan dari aspck teknis, ekonomis, dan yvuridis oleh
Pergelcla Barang.
(2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada
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Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 349
Bupati melakukan penelitian atas usulan  penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (2).
Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) meliputi:
a. penelitian data administratif;
b. penelitian fisik.

Pasal 350

Penelitian administratif schbagaimana dimaksud dalam Pasal

349 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas
barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan
bangunan, nilai buku,dan data identitas barang, untuk data
barang milik daecrah berupa bangunan,; dan

c.tahun perolehan, jumlah, nilai perolchan, nilai  buku,
dandata identitas barang, untuk data barang milik daerah
berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat

(3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang

milik daerah vang akan dijual dengan data administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan (2]

dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk

selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola

Barang.

Pasal 351

Berdasarkan Berita Acara Penclitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 350 ayat (3), Bupali melalui Pengelola Barang
menugaskan Pcnilai untuk melakukan penilaian atas barang
milik daerah yang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik
dacrah.

Pasal 352

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
penjualan barang milik daerah kepada Bupatl.
Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memerlukan persctujuan DPRD, Bupati terlebih
dahulu mengajukan permohonan persctujuan  perjualan
kepada DPREL.
Pengajuart permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dilakukan terhadap:
a. tanah dan/atau bangunan secbagaimana dimaksud dalam

Pasal 331 ayvat (1) huruf a;
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b. selaintanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 331 ayat (1) huruf b.
Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka scbelum
dilakukan penjualan terlebih  dahulu  harus  dilakukan
penilaian ulang.
Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil
penilaian  sebelumnya yang diajukan kepada DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak perlu
mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang
milik daerah kepada DPRD.
Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (35) kepada DPRD.

Pasal 353

Bupali menetapkan barang milik daerah yang akan dijual
berdasarkan hasil peneclitian yang dituangkan dalam Berita
Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat
(3] dan persetujuan scbagaimana dimaksud dalam 352 avat
dan ayat {2).
Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
a. data barang milik dacrah vang akan dijual;
b. nilai perolehan danj/atau nilai buku barang milik daerah;

dan
c.nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

Pasal 354
Apabila keputusan penjualan  oleh Dupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) merupakan penjualan
barang milik daerah vang dilakukan secara lelang, Pengelola
Barang mengajukan permintaan penjualan barang milik
dacrah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayunan Kekayaan
Negara dan Lelang.
Apabila  keputusan penjualan olch Bupali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) merupakan penjualan
barang milik daerah yvang dilakukan tanpa lelang, Pengelola
Barang melakukan penjualan barang milik dacrah szecara
langsung kepada calon pembeli.
Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat(l) dan ayat (2) dilakukan secrah terima barang
berdasarkan:
a. Risalah lelang, apabila penjualan barangmilik dacrah
dilaltukan secara lelang; dan
b. Alktajualbeli, apabila penjualan barang milik daerah
dilakukan tanpa lelang.

Pasal 355
Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354
ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) scbagaimana
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dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah kepada Bupati

Paragraf Kecmpat
Tata Cara Penjualan Barang Milik
Dacrah Pada Pengguna Barang

Pasal 356
Penjualan barang milik daerah pada Pengpuna Barang diawali
dengan menyiapkan permohonan penjualan, antaralain:
a. data barang milik daerah;
h. pertimbangan penjualan;dan
c.pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh

Pengguna Barang,

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan
usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) kepada Bupati
Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal349 sampal
dengan Pasal 354 berlaku mutatis dan mutandis pada tata
cara penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 357
Scrah tcrima barangpenjualan barang milik dacrah pada
Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).
Berdasarkan Berita Acara Serah  Terima sebagaimana
dimaksudpada avat [1),PcnggunaBarang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang,

FParagraf Kelima
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Kepada Pejabat Negara Dan Mantan
Pejabat Negara

Pasal 358
Svarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa
melalui lelang kepada Pejabat Negara dan mantan Pejabat
Negara, adalah:
a. telah berusia paling singkat 4 (empat] tahun:
1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
perolehannya,untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya,
untuk peronlehan selain tersebut pada angka 1.
b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa
mclalui lelang kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling
singkat 5 {lima) tahun:
a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya,untuk
perclehan dalam kondisi baru;atau
b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
perolehan selain terscbut pada angka a.
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Pasal 359
Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang
kepada:
a. Pejabat Negara; atau
b. mantan pejabat Negara.
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
yaitu:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati.
Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, yaitu:
a. mantan Bupati;
b. mantan Wakil Bupati.

Pasal 360

Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4
(empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung
mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5
(litna) tahun.

Sccara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huriaf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan

pada instansi yang sama atan pada instansi yang berbeda.

Pasal 361
Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan
perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat
Negara.
Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode
jabatan Pejabat Negara sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang
paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang
Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 362

Mantan Pecjabat Negara yang dapat membeli  kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan.

a. tclah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4
([empat] tahun atau lebih secara berturut- turut, terhitung
mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai
dengan berakhirnya masa jabatan;

b. belum permnah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat
sebagai Pcjabat Negara;

c.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5
{(lima] tahun; dan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
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(2} Secara berturul-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan
pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 363

(1} Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang
kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu] unit
kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk
tiap perjualan yang dilakukan.

(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan
kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak
berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara Kabupaten
Bangkalan.

Pasal 364

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan

dinas vang dijual kepada Pejabat Negara /mantan Pejabat Negara

vang dilakukan tanpa melalui lelang dengan kelentuan sebagal
berikut:

a kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7
(tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh perscn)
dari nilai wajar kendaraan;

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga
jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar
kendaraan.

Pasal 365

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan

perorangan dinas tanpa lelang dilakukan:

a. pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara /mantan Pejabat
Negara; dan

b. pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun bagi
pegawai ASN.

Pasal 366
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 dilakukan
melalui penyctoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1
(satw) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan
penjualan, untuk pembayaran sekaligus.

Pasal 367

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 belum lunas dibayar,

maka:

a kendaraan tersebut masih  berstatus sebagai barang milik
daecrah;

b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;

¢ biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat
Negara /mantan Pejabatl Negara;dan

d kendaraan terscbut dilarang untuk dipindahtangankan,
disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain,

Fasal 3638
(1) Pejabat Negara dan mantan DPejabat Negara yang tidak
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memenuhi syarat sebapaimana dimaksud dalam Pasal 365
huruf a, Pasal 366 huruf a, dicabut haknva untuk membeli
kendaraan perorangan dinas terscbut.

Kendaraan perorangan dinas vang batal dibeli oleh Pejabat
Negara /mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 369

Biava yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan, menjadi tanggungan Pcjabat Negara yang membeli
kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar
sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 364.

Biaya vang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya
selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 370

Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan perorangan
dinas, dapat membeli lagi 1 (satu] unit kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun scjak pembelian yang pertama.

Pembelian  kembali atas kendaraan perorangan dinas
scbapaimana dimaksud pada ayat (1] dapat dilakukan
sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat
Negara secara berkelanjutan.

Pasal 371

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa

melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, diawali

dengan pengajuan permohonan penjualan olch:

a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pcjabat
Negara;

b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak
berakhirnva masa jabatan Pejabat Negara Kabupaten
Banglkalan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan olch:

a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;

b. Mantan Pejabat Ncpara kepada Bupati, dan

¢.Pegawai ASN kepada Pengguna Barang.

Sural Permohonan scbhagaimana dimaksud pada ayat (2]

memuat antara lain:

a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat,dan
termpat/ tanggal lahir; dan

b. alasan permchonan pembelian kendaraan perorangan
dinas,

Pasal 372
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371
ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
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Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

bagi Pejabat Negara /mantan Pejabat Negara, antara lain:

a. Foto kopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat
Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan
Pejabat Negara,;

b. Foto kopi kartu identitas;

c.surat pernyataan vang menyatakan belum pernah membeli
atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa
lelang  setelah  jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pembelian pertama bagi Pejabat Negara;

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali
kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan foto
kopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara
secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan
dinas sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

e.surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat
yvang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan
Pejabat Negara; dan

f surat pernvataan vang mcnvatakan tidak sedang atau tidak
pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bagi pegawal ASN, antara lain:

a.Foto kopi surat keputusan pengangkatan menjadi sekretaris
dacrah;

b. Foto kopi surat keputusan pengangkatan calon pegawal
negeri sipil;

¢.Foto kopi identitas;

d. Surat pernyataan yvang menyatakan belum pernah menbeli
arau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa
lelang setelah jangka waktu 10 tahun sejak pembelian
pertama; dan

e.Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak
pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 373

Berdasarkan Surat Permohonan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 371 ayat (3). Pengguna Barang melakukan persiapan
permohonan penjualan, antara lain:
a. data administrasi kendaraan perorangan dinas,dan
b. penjclasan dan pertimbangan  penjualan Kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang,
Dalam hal persiapan permohonan penjualan schagaimana
dimaksud pada avat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui
Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati
sclaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
disertai:
a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKE);
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK];
c.surat permohenan dan dokumen pendukung sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2] dan ayat [3);

d. rincian hiaya wvang telah dikeluarkan oleh pemerintah
daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang
akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
adanya persetujuan penjualan; dan

e.surat pernvataan dari pengguna barang bahwa sudah ada
kendaraan pongganti.

Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Bupati membentuk Tim untuk:

a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan
permohonan penjualan barang milile daerah;

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik
kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan daita
administratif.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4]

dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk

selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola

Barang.

Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk

melakukan penilaian alas kendaraan perorangan dinas vang

akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayal (6} dijadikan

schagal dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik

daerah.

Pasal 374
Pengelola Barang mengajukan permohonan persefujuan
penjualan  berdasarkan hasil penelitian dan penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (5) dan ayat [7)
kepada Bupati sesual batas kewenangannya.
Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melebihi batas walktu hasil penilaian, maka sebelum
dilakukan penjualan terlebih dahulu  harus dilakukan
penilaian ulang.
Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan pcrorangan
dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2},
paling sedikit memuat:
a. data kendaraan perorangan dinas.
b. Nilai perolehan.
c. Nilai buku.
d. harga jual kendaraan perorangan dinas;dan
c.rincian biava yang telah dikeluarkan pemerintah daerah
untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan
dibeli dalam jangka waktu 1 {satu] tahun sebelum adanya
persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
369 ayat (1) untuk Pejabat Negara.
Dalam hal Bupati tidale menyetujui penjualan kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan
secara tertulis kepada pemohon melalui Penggelola Barang,
Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
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Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan
dinas kepada Pejabat Negara /mantan Pejabat Negara.
Berdasarkan penetapan scbagaimana dimaksud pada ayat(3),
pengguna barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan
perorangan dinas vang ditandatangani Bupati dengan pegawai
ASN.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6] sekurang
kurangnya memuat:

a.identitas pepawai ASN;

b. data kendaraan perorangan dinas;

c.bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan

d. hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 375
Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah,
terdiri dari:
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual
kendaraan perorangan dinas schagaimana dimaksud dalam
Paszal 364; dan
b. biava vang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli
dalam jangka wakiu 1 (satu] tahun sebelum adanya
persetujuan penjualan schagaimana dimaksud dalam Pasal
369 ayat (1).
Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum
Daerah secsuai harga jual kendaraan perorangan dinas
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 364.
Pegawai ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah
terdiri dari:
a.Pembelian kendaraan pecrorangan dinas sesuai harga jual
kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud 365;
dan
h. Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah |
untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan
dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya
persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
370 ayat (1).
Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang
dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran
dari Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
Pengelola  Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah scbagai tindak lanjut scrah
terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pengelola Rarang dan Pengguna Barang melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan
penghapusan kendaraan perorangan dinas scsual tugas,
fungsi. dan kewenangan masing-masing sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kendaraan perorangan dinas vang tidak dilakukan penjualan
dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 358 serta
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat
dilakukan penjualan secara lelang.
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Bagian Keempat
Tukar Menulkar
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 376

Tukar menukar barang ilik  daerah  dilaksanakan

denganpertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan,

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

c.tidak tersedia dana dalam APBD.

Tukarmenukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditlernpuh

apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah

dan/atal1l bangunan pengganti.

Sclain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tukar menukar dapat dilakukan:

a. apabilabarang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
arau pcnataan kota;

b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya
tcrpencar;

c.dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah
pusat/pemerintah daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek
tukar mecnukar adalah barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan;dan/atau

c.telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau
ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek
tukar menukar adalah barang milik daerah sclain tanah
dan/atau bangunan.

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan

pihalk:

a. Pcmerintah Pusadt;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c.Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik
pemerintah lainnya yang dimiliki negara,

d. Pemerintah Desajatan

e.swasta,

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf e adalah

pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun

perorangan.

Pasal 377
Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan vang telah diserahkan kepada
Bupati:
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang;dan
c.selain tanah dan/atau bangunan.
Tanah dan/atau bangunan yang berada pada PenggunaBarang
schagaimana dimaksud padaayat{l) huruf b antara lain tanah
dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk
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penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi
tidak scsuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

(3] Tukarmenukar sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 378
Tukar menukar dilaksanakan  setelah  dilakukan  kajian
berdasarkar:
a. aspek teknis, antaralain:
1. kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang. dan
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan.
b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik
daerah yang dilepas dan nilai barang pengganti;
c. aspek yuridis, antaralain:
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

Pasal 379
Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378
terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
Bupati dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang
milik daerah atas permohonan persetujuan tukar menukar yang
diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 380

(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
a. barang sejenis;dan/atau
b. barang tidak sejenis.

(2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah
berupa tanah, harus berupa:
a. Tanah;atan
b. tanah dan bangunan.

(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah
berupa bangunan, dapat berupa:

a. tanah;

b. tanah dan bangunan;
c.bangunarn;dan/atau

d. selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
avat {3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada
tanggal penandatanpganan perjanjian tukar menukar atau
Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasgsal 381
(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit
seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.
(2) Apabilanilaibarang pengganti lebih kecildaripadanilai wajar
barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib
menyetorkanke rekening Kas Umum Daerah atas scjumlah
sclisih nilai antara nilal wajar barang milik daerah yang dilepas
dengan nilai barang pengganti.
(3) Penyctoran selisih nilai scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berila
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Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dituangkan dalam perjanjian tukar

(5) menukar.

Pasal 332

(1] Apabila pclaksanaan tukar menulkar mengharuskan mitra
tukar menukar membangun bangunan barang pengganti,
mitra tukar menukar menunjuk konsultan pengawas dengan
persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari OFPD
terkail.

(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud padaayat (1)
merupakan badan hukum yang bergerak di bidang
pengawasan konstruksi.

(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi tangegung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 383
Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola harang setelah
mendapat persetujuan Bupati sesual dengan kewenangannya.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 384
Pelaksanaan tukar mcnukar barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
a kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar
menukar;atan
b. permohonan tukar menukar dari pihak schagaimana dimaksud
dalam Pasal 376 avat (3).

Pasal 385
(1) Pelaksanaan tukar menukar barangmilik daerahyang
didasarkan pada kebutuhan pengelola barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 384 huwruf a, diawali dengan
pembentukan Tim  oleh Bupatiuntukmelakukan penelitian
mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang
didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 376 ayat (1) dan ayat (3].

(2) Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliput:

a. penelitiankelayakan tukar menukar, baikdari aspek teknis,
ekonomis, maupun yuridis;

b, penelitian data administratifidan

c. penelitian fisik.

(3] Penclitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huraf b dilakukan untuk meneliti:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk Inkasi tanah, luas, peruntukan, kode barang,
kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk
data barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama
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barang, konstruksi banpunan, luas, status kepemilikan,
lokasi, nilai perolehan, dan nilai bula, untuk data barang
milik dacrah bernipa bangunarn;

c. tahunpcrolehan, kode barang, kode register, nama barang,
jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan
bukti kepemilikan kendaraan untuk data barang milik
daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah

vang akan ditukarkan dengan data administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian schagaimana dimaksud pada ayat (3] dan (4)

dituangkan dalam berita acara penelitian.

Timm menyvampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati untuk penetapan

barang milik daerah menjadi objek tukar menukar.

Pasal 386
Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
385 ayat (H), Pengelola Barang menyusun rincian rencana
barang pengganti sebagai berikut:
a.tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai
dengan tata ruang wilayah;
b.bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan
serta sarana dan prasarana penunjang;
c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang,
kondisi barang dan spesifikasi barang.
Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dirmnaksud
dalam Pasal 326 dan Pasal 327 terhadap barang milik dacrah
vang akan ditukarkan dan barang pengganti.
HasilPenilaian sebagaimana dimaksud pada ayal (2}
disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 387

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 386 avat (3), Bupati melakukan penetapan mitra tukar
menukar.
Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit
memuat:
a. mitra tukar menukar;
b. barang milik daerah yang akan dilepas.
c.nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang

masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan;dan
d. rincian rencana barang pengganti.
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar
menukar kepada Bupati
Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD,
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
tukar menukar kepada DPRD.
Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar
menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.
Setelah menandatangani perjarijiarn tukar menukar




(1]

(2)

(3)

(4)

(5}

(1)

(2)

(1)

137

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar

melaksanakan:

a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti
sesual dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar
menukar atas barang milik dacrah berupa tanah dan/atau
bangunan;

b. pckerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang
pengganli  sesual  dengan perjanjian  tukar menukar
termasuk menyclesaikan pengurusan dokumen
administralil vang diperlukan, tukar menukar atas barang
milik daerah berupa sclain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 388
Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring
Pelaksanaan pengadaan/pembangunan Dbarang pengganti
berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian
lapangan.
Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang
dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327 terhadap
kesesuaian barang pengganti sesual dengan yvang tertuang
dalam perjanjian tukar menukar.
Dalam hal hasil penilaian sebagaimana terscbut pada ayat (2]
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi
dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar
menukar, mitra tukar menukar berkewajiban
melengkapi/ memperbaiki ketidak sesuaian terschut.
Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk
melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban
untuk menvetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan
barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah,
Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian
kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain bukti
kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima
(BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra
tulkar menukar.

Pasal 389

Berdasarkan  perjanjian  Tukar Menukar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 387 ayat (5] DPengclola Barang
melakukan serah terima barang, vang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST).

BerdasarkanBerita Acara Serah Terima [(BAST] sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar
barang Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang
mcncatat dan mengajukan permohonan penctapan status
penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik
daerah.

Pasal 390
Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang
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didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 384 huruf b, diawali dengan
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disertai dala
pendukung berupa:

a. Rincian peruntulkan;

b. jenis/spesifikasi:

c.lokasi/data teknis;

d. perkiraan nilai barang pengganti;dan

e.hal lain vang diperlukan.

Pelalktsanaan tukar menukar barang milik daerah yang
didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 385 sampai dengan Pasal 389 berlaku
mutatis mutandis pada Pelaksanaan tukar mcnukar barang
milik daerah vang didasarkan pada permohonan dari pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (4],

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pclaksanaan Tukar Menukar
Pada Pengguna Barang

Pasal 391

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar

menukar kepada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan

disertai:

a. penjclasan/pertimbangan tukar menukar;

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar
menukar vang ditandatangani oleh Pengguna Barang;

c.Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau
penataan kota;

d. data administratif barang milik daerah vang dilepas; dan

c.rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

Data administratit barang milik daerah yang dilepas

sehagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf d, diantaranya:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register,
nama barang, dan nilai perolehan, untuk barang milik
daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode registcr, nama
barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan,
nilai perolehan, dan nilai buku, untuk barang milik daerah
berupa bangunan;

c.tahun perolchan, kode barang, kode register, nama barang,
jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan
bukti kepemilikan kendaraan, untuk barang milik daerah
berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. hias dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata
riang wilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah;

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana
dan prasarana penunjang, untuk barang milik daerah
berupa bangunan;dan/atau
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c.jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang
untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan.
Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah  pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385
sampai dengan Pasal 389 ayat (1) berlaku mutatis mutandis
pada pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada
Pengguna Barang.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST], Pengguna
Barang mengajulkan usulan penghapusan barang milik daerah
vang dilepas darl Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola
Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan
permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang
pengganti schagai barang milik dacrah.

Paragraf Keempat
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 392
Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
Perjanjian sekurang-kurangnya mermuat:
a. Identitas pihak;
b jenis dan nilai barang milik daerah;
¢.spesifikasi barang pengganti;
d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang
pengeanti diatasnamakan pemerintah daerah;
e jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
f. hak dan kewajiban para pihak;
g ketentuan dalam hal terjadi kahar (forcemajeure];
h. sanksi;dan
i. penyelesaian perselisihan.
Perjanjian tukar menukar ditandatangani coleh mitra tukar
menukar dengan Bupati.

Pasal 393

Penyerahan barang milik dacrahdan barang pengganti
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)]
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (1).

Rerita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan
Pengelola Barang.

Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
avat [2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal
penandatanganan perjanjian tukar menukaruntukbarang
pengganti yang itclah siap digunakan pada tanggal perjanjian
tukar menukar ditandatangani.

Penandatanganan Berita Acara scbagaimana dimaksud pada
ayat (2} dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal
penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang
pcngganti vang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian
tukar menukar ditandatangani.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya
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dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah
memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh  klausul yang
tercantum dalam perjanjian tukar menukar,

Pasal 394
Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara
sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST] tidak
ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 393 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kelima
Hibah
Paragraf Kesatu
Prinsip Umuimn

Pasal 395
{1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan
pertimbangan untuk kepentingan:
a. sosial;
b. budaya;
c.keagamaar,
d. kemanusiaan,
e.pendidikan vang bersifat nonkomersial;
f penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan
antar necgara, hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah dacrah
dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan
kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah pusat atau pecmerintah daerah.

Pasal 396
(1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila
memenuhipersyaratan:
a. bukan merupakan barang rahasia negara,
b. bukan merupakan barang vang menguasai hajat hidup
orang banvak;atau
c.tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah
dilanggung sepenuhnya oleh pihak pencrima hibah.

Pasal 397
(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan
sebagaimana ketentuan yang ditetapkandalam naskah hibah.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengclola Barang.

Pasal 393
{1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan,
lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang
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bersifat mnon  komersial berdasarkan aktapendirian,
angpgaran dasar/ rumah tangga, atau pernyataan tertulis
dari instansiteknis yang kompeten bahwa lembaga yang
bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;

b. pemerintah pusat;

c.pemerintah daerah lainnya;

d. pemerintah desa;

e.perorangan atau masyarakat vang terkena bencana alam
dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:

a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat
dihibahkan kepemilikannya kepada desa;

b. Barang milik desa vang telah diambil dari desa, oleh
pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada desa,
kecuali vang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 399

(1) Hibah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada
Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang;dan

c.selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanahdan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah
dan/fatau  bangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ.

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ meliputi:

a. barang milik dacrah sclain tanah dan/atau bangunan yang
dari awal pengadaannya untuk dihibahkan;dan

b. barang milik daerah sclain tanah dan/atau bangunan yang
lchih optimal apabila dihibahkan.

(4} Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kedua
Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah
pada Pengelola Barang
Pasal 400

Pelaksanaan hibah barang milik daerah wyang berada pada

Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Bupati;atau

b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389.

Pasal 401
(1) Pelaksanaan hibah barang milikdaerah pada Pengelola




(2]

(3)

[4)

(2]

(3)
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Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana
dimaksud Pasal dalam 400 hurul a, diawali dengan
pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif;dan

b. penelitian fisik.

penclitian data administratif scbagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, kode barang, kode rcgister, nama
barang, mnilai perolehan, dan peruntukan, untuk data
barang milik daerah berupa tanah;

. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolchan, nilai buku, dan
status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa
bangunan;

ciahun  perolehan, spesifikasi/identitas  teknis, bukt
kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai
perclchan, nilai buku, dan jumlah untuk dala barang milik
daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan,; dan

d. data calon penerima hibah.

Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima

hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat

melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan
berkompeten mengenal kesesuaian data calon penerima hibah.

Penclitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah

yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ayat (4)

dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati

untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

Dulam hal berdasarkan berita acara peneclitian sebagaimana

dimaksud pada ayat [7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati

melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan
menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pasal 402

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah
kepada Bupati
Dalamm hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah
kepada DPRD.
Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana
dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan
pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Penerima hibah;
b, Objek hibah,
c.nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat

dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
d. mnilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat




(1)

(2}

(3

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
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dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau
bangunan;dan
e.peruntukan hibah.

Pasal 403

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 402 ayat (3), Bupati dan pihak
penerima hibah menandatangani naskah hibah.
Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] memuat
sekurang-kurangnya:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
c.tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e.klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada

pihak penerima hibah;dan
f. penyelesaian perselisihan.
Berdasarkan naskahhibah scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik
daerah kepada penerima hibah vang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST).
Berdasarkan PBerila Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 404
Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola
barang yang didasarkan pada permohonandari pihak yang
dapal mencrima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 400 huruf
b, diawali dengan penyampaian permohonan olech pihak
pemohon kepada Bupatl
Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1) memual:
a. Datapemohon,
b. Alas an permohonan;
c.Peruntukan hibah,;
d. jenis/spesifikasi/namabarang milik daerah yang
dimohonkan untuk dihibahkan;
e.jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan
untuk dihibahkan;
f. lokasi/data teknis;dan
g.surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 405

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
404 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan
penclitian.

Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah lerima
pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati
sebagaimana dimaksud dalamPasal401 sampai dengan Pasal
402 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian
sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pclaksanaan
hibah wvang didasarkan pada permohonan pihak pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404
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(3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui
Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang
mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.

Paragraf Kctiga
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang milik Daerah Pada
Pengguna Barang

Pasal 406

(1) Pelaksanaan hibah barang milik dacrah pada Pengguna Barang
diawali dengan pembentukan Tim Internal pada OFD oleh
Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.

(2] Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratil;dan

b. peneclitian fisik.

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksudpada
aval (2) huruf a dilakukan untuk mencliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama
barang, nilal perolehan, dan peruntukan, untuk data
barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolchan, nilai buku, dan
status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa
bangunan;

ctahun  perolehan,  spesifikasi/identitas  teknis, bulkti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai
perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik
daerah berupa sclain tanah dan/atau bangunan;dan

d. data calon penerima Hibah.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengancara mencocokkan fisikk barang milik daerah
vang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5] Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal (3] dan ayat
(4] dituangkan dalam berita acara penclitian dan selanjutnya
disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.

(6] Berdasarkan berita acara hasil penelitian schagaimana
dimaksud pada avat (5], Pengguna Barang mengajukan
permohonan hibah kepada Pengelola Barang yangmemuat:

a. data calon penerima hibah;

b. alasan untuk menghibahkan;

c.data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;

d. peruntukan hibah;

e.tahun perolehan;

f status dan bukti kepemililsan;

g.nilai perolehan;

h. jenis/spesifikasi barang milik dacrah yang dimohonkan
untuk dihibahkan;dan

i. lokasi.

(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) discrtai dengan suratl pernyataan kesediaan menerima
hibah.
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Pagal 407
Tata cara penelitian barang milik dacrah yang akan dihibahkan
vang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 401 berlaku mutatismutandis terhadap tata cara penelitian
atas permohonan vang diajukan oleh Pengguna Barang kepada
Fengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406.

Pasal 408

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah
kepada Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah
kepada DPRID.

(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} atau disetujui DPRD sebagaimana
dimaksud pada avat (2) Bupati mecnctapkan pelaksanaan
hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Penerima hibah;

b. Objek hibah;

c.nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat
dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolechan dan nilai buku terhadap barang yang dapat
dilakukan penyusutan, untuk selain tanah danjatau
bangunan;dan

e.peruntukan hibah.

(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui
Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan  disertai
denganalasannya.

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima
hibah menandatangani naskah hibah.

(6] Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat
sekurang-kurangnya:

a. identitas para pihak;

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

c.tujuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban parapihak;

e.klausul beralihnya tanggung jawab dankewajiban kepada
pihak penerima hibah;dan

f. penvelesaian perselisihan,

(7] Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada
avat(3), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik
daerah kepada pencrima hibah yang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST).

(8) Berdasarkan B erita Acara Scrah Terima (BAST) schagaimana
dimaksud pada avat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 409
Pelaksanaan hibah barang milik dacrah berupa tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan scbagaimana
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dimaksud dalam Pasal 399 ayat(2) dan ayat [3) huruf a mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(3)

(1)

(1)

(2)

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Paragrat Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 410
Fenyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukandalam rangka pendirian, pengembangan, dan
peningkatan kinerja Baduan Usaha Milik Negara/Daerah atau
badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyvertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan dengan pertimbangan sebagaiberikut:
a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai
dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha
Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah;atau
b. Barang milik daerahlebih optimal apabila dikelola oleh
Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum
lainnya yvang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun
vang akan dibentulk.
Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Barang milik daerah schbagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah
kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki Negara menjadi kckayaan yang
dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 411
Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan pada Penggunu Barang; atau
c.selain tanah dan/alau bangunan,
Penyertaan modal pemerintah daersh atas barang milik daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persctujuan Bupati sesual
batas kewenanganiiya.

Pasal 412

Penetapan barang milik daerah berupa  tanah dan/atau
bangunan yang akan disertakan scbagai modal pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) huruaf
a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) huruf
b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal
pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal
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pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen

penganggaran, yvaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Barang milik daerah selain tanah danj/atau banpunan yang

berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 411 ayat (1) huruf ¢ antara lain meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yvang
dari awal pengadaannya untuk discrtakan secbagai modal
pemerintah daerah;

b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yvang
lebih optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah
daerah.

FPaszal 413

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan
analisa kelayvakan investasi mengenal penyertaan modal sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf Kedua

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 414

PengelolaBarang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:

a. Penilaiscbagaimana dimaksud dalam DPasal 326, untuk
tanah dan/atau bangunan vang akan dijadikan objek
penvertaan modal;

b. Tim vang ditetapkan eoleh Bupati dan dapat melibatkan
Penilai secbapaimana dimaksud dalam Pasal 326, untuk
selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek
penyertaan modal.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepadaBupati

Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. data administratif, diantaranya: tahun  perolehan,
spesifikasi/identitas  teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan
atau nilai buku;

ckesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal410.

Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima
penvertaan modal pemerintah daerah dan/atau OPD terkait,
vang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
avat(4),penyertaan modal pemerintah dacrah layak
dilaltsanakan, maka calon penerima penyertaan modal
pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan
menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal
dari barang milik daerah.

Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4] dan surat pernyataan kesediaan

menerimapenyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati
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Pasal 415

(1} PengelolaBarangmengajukan permohonan persetujuan
penvertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati.

(2) Dalam hal penyertaan modal pemecrintah daerah memerlukan
persetujuan  DPRD, Bupatiterlebih dahulu  mengajukan
permohonan persetujuan kepada DPRD.

(3} Apabila permohonan tidak disetujuioleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada avat (1) atau tidak disetujui eoleh DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat 2], Bupati melalui Pengelola
Barang memberitahukan pada calon pencrima penyertaan
modal disertal dengan alasan.

(4] Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah dacrah
atas barang milik daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada avat (1) atau disctujui oleh DPRD sebagaimana
dimaksud pada avat (2), Bupati menetapkan keputusanatas
barang milik daerah vang akan disertakan sebagai pcnyertaan
maodal.

(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan
melibatkan OPD terkait.

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan maodal
pemerintah  daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (5]
disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan
bersama dan sclanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah
tentang penyertaan modal.

Pasal 416

(1} Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Femerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415
ayal (6), Pengelola Barang melaksanakan pcnyertaan modal
pemerintah daerah berpedoman pada keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (4).

(2) Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PengclolaBarang
melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah vang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST).

Pasal 417
Berdusarkan Berita Acara Serah Terima scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 416 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan
usulanpenghapusan barang milik dacrah yang telah dijadikan
penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penyvertaan Modal Pemerintah Dacrah Atas Barang
Milik Daerah pada Pengguna Barang

Pasal 418
(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal
pengadaannya  direncanakan untuk dijadikan  sebagai
penyvertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna Barang
melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati
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disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

a. data administratif, antaralain:

1. dekumenanggarandan/ataudokumenperencanaannya;
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran;dan
3. keputusan penctapan statuspenggunaan.

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai
penyertaan modal scsuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk
optimalisasi barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh
Pengguna Barang melalul Pengelola Barang kepada
Bupati disertaipertimbangan dan kelengkapan data berupa:
a. data administratif, antara lain  tahun  perelehan,

spesifikasi/identitas  teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan
atau nilail buku;

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai
penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan pcerundang-
undangan,

(3] Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai
penilaian sampail dengan serah terima barang yang disertakan
sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
414 sampai dengan Pasal 416 berlaku mutatis mutandis pada
penilaian sampai dengan serah terima barang yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang
berada pada pengguna barang,

Pasal 419
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima [BAST) Pengguna Barang
merngajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang tclah
dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB X1
PEMUSNAHAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 420
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila :
a. iduk dapat digunakan, tidak dapat dimanflaatkan, dan/atau
tidak dapat dipindah tangankan;atau
b. terdapat alasan lain sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 421

(1) Pemusnahan dilaksanakan olch Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah
pada Pengpuna Barang.

(2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang sctelah
mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah pada
Pengelola Barang.

(3] Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan
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kepadaBupati.

Pasal 422
musnahan dilakukan dengan cara:

. dibakar;
. dihancurkan;

ditimbun;

ditenggelamkan;atau

cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang

Pasal 423
Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah
dilakukan nleh Pengguna Barang kepada Bupati.
Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. Pertimbangan dan alasan pemusnahan;dan
b. Data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.
Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf b antara lain meliput::
a4, Kode barang;
b. Kode register;
c.Nama barang;
d. Tahun perolehan;
e. Spesifikasi barang;
f. Kondisi barang;
g.Jumlah barang;
h. bukti kepemilikan untuk barang milik dacrah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
i. nilai perolehan;dan
j. nilaibuku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penvusutan.
Pcngajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dokumen pendukung berupa:
a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang yang sckurang-kurangnya memuat:
1. identitas Pcngguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
dan
2. pernvataan bahwa barang milik daerah tidak dapat
digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak
dapat dipindah tangankan atau alasan lain scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. folokopl bukti kepemilikan, untuk barang milik dacrah
vang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
ckartu identitas barang, untuk barang milik dacrah vang
harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;dan
d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan,

Pasal 424
Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan
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usulan Pemusnahan schagaimana dimaksud dalam Pasal 423,

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alas an
permohonan pemusnahan barang milik daerah;

b. penelitian data administratif;dan

c.penclitian fisils,

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:

a. Kode barang;

b. Kode register;

c.Nama barang;

d. Tahun perolchan;

e.Spesifikasi barang;

f. Kondisi barang;

g.Jumlah barang;

h. bukti kepemilikan untuk barang milik dacrah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan.

i, nilai perolehan;dan/atau

j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat [2) hurut ¢

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah

vangakandimusnahkandengan data administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kcpada Bupati sebagai bahan

pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

Pasal 425

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak

disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang

melalui  Pengelola Barang yang mengajukan permohonan
disertai dengan alasan.

Apabila permohonan pcmusnahan barang milik daerah

disetujui, Bupali menerbitkan surat persetujuan pemusnahan

barang milik daerah.

Suratpersetujuan  pemusnahan  barang  milik  daerah

schagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui  untuk
dimusnahkan, yang sekurang kurangnya meliputi kode
barang, kode register, nama barang, (ahun perolehan,
spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai
perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang
dapat dilakukan penyusutan;dan

b. kewajiban Pengguna Barang uniuk melaporkan
pelaksanaan Pemmusnahan kepada Bupati.

Pasal 426
Berdasarkan surat persetujuan permusnahan barang milik
daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (2),
Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik
daerah.
Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
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dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan
paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal penerbitan surat
persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (2).

Berdasarkan  Berita  Acara  Pemusnahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 427
Pengajuan permochonan pemusnahan barang milik daerah
dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati.
Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna
Barang serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 423 ayat (2), ayat (3] dan ayat (4]
berlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi surat
permohonan pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen
dukung pada Pengelola Barang.

Pasal 423

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan

pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427,

Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan

barang milik dacrah pada Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 424 ayat (2), ayat (3), dan ayar (4|
berlaku mutalis mutandis tcrhadap tata cara penelitian
terhadap permohonan pemusnahan barang milik dacrah pada

Pengelola Barang.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak

disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola DBarang

discrtai dengan alasan.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik dacrah

disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan

barang milik daerah.

Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dimusnahkan, wvang sckurang-kurangnya meliputi kode
barang, kode register, nama barang, tahunperolehan,
spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nila
perolehan, dan nilai bukuuntuk barang milik daerah yang
dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 429
Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 ayat (4), Pengelola
Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah.
Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dituangkan dalam berita acara pcmusnahan dan
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dilalsanakan paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal
perserujuan pemusnahan barang milik daerah dari Bupati.

(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], Pengclola Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah.

BAB XII
PENGHAPUSAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 430
Penghapusan barang milik daerah meliputi:
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daltar
Barang Kuasa Penpguna;
b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola;dan
c. penghapusan dari Daltar Barang Milik Daerah.

Pasal 431

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal
430 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah
tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 430 hurufl b, dilakukan dalam hal
barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengelola Barang.

(3) Penghapusan dari Daftar Darang Milik Daerah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 430 huruf ¢ dilakukan dalam hal terjadi
penghapusan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2} disebabkan karena:

a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;

b. putusan pengadilan yang tclah berkekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hokum lainnya;

c.menjalankan ketentuan undang-undang;

d. pemusnahan;atau

e.sebab lain.

Pasal 432
(1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang disebabkan karena:
a. penyerahan barang milik daerah;
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
c.pemindahtanganan atas barang milik;,
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upava hokum lainnya;
e.menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. permmusnahan;atau
g.sebab lain.
(2) Sebab lain scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
merupakan scbab-sebab yang secara normal dipertimbangkan
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wajar menjadi penvebab penghapusan, scperti, hilang karena
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 433

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1)
untuk barang milik dacrah pada Pengguna Barang dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati
Penghapusan schagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1)
untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati,
Dikecualikan  dari  ketentuan mendapat  persetujuan
penghapusan Bupati schagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
a. Pengalihan status penggunaan schagaimana dimaksud

dalam Pasual 54 sampai dengan Pasal 60,
b. Pemindahtanganan;atau
c.pemusnahan.
Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan
barang milik daerah berupa barang persediaan kepada
Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna,
Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah
scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan
kepada Bupati

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang

Pasal 434

Penghapusan karcna penyerahan barang milik daerah kepada
Bupati sebagaimanadimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf a
dilakukan olch Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.
Keputusan schagaimana dimaksud pada ayat (2] paling lama 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang scjak tanggal
Berita Acara Scrah Terima (BAST) penyverahan kepada Buparti.
Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik
daerah schbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
dengan melampirkar:
a. keputusan penghapusan;dan
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada

Bupati.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], Pengelola Barang melakukan penyesualan
pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik
dacrah.
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Pasal 435

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik
dacrah kepada Buparti harus dicantumkan dalam Laporan
Scmesteran danLaporanTahunan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang,

Perubahan Daftar Barang milik Daerah sebagai akibat dar
penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada
Dupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

Pasal 436

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang
milik daerah kepada Pengguna Barang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf b dilakukan oleh
Pengeuna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setclahPengelolaBarang menerbitlkan keputusan penghapusan
barang milik daerah.
Keputusan penghapusan barang milik dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan dilerbitkan
aleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima
[BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan:
a. keputusan penghapusan;dan
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan stalus

penggunaan barang milik daerah.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian
pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik
daerah.

Pasal 437
Perubahan Daftar Barang Pengguna danjatau Dafltar Barang
Kuasa Pengguna scbagai akibat daripengalihan  status
penggunaan barang milik daerahharus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna DBarang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
Perubahan daftar barang milik dacrahsebagai akibat dari
pengalihan  status penggunaan barang milik daerahharus
dicantumkan dalam laporan barang milik daerali semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal 438

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (1) huruf
¢ dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] paling lama |
(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
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Berita Acara Serah Terima [(BAST).

Keputusan  penghapusan  barang  milik  dacrahkarena

pemindahtanganan atas barang milik daerah disampaikan

kepada Pengguna Barang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan DBerita Acara Serah Terima (BAST),
dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah  Terima (BAST), dalam  hal
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan
tanpa lelang, tukar menukar, dan pecnyertaan modal
pemerintah daerah;dan

c.Berita Acara Serah Terima dan naskal hibah, dalam hal
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan

melampirkan:

da. Kepulusan Penghapusan;dan

b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah
Hibah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus barang milik

dacrah dan Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 439

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengpuna sebagai akibal dari penghapusan karena
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang
Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan
tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang,

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 440
Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudahtidak ada upaya
hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat
(1) huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.
Pengguna Barang mengajukan pernmohonan penghapusan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang
sedikilnyvamemuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan;dan
b. data barang milik daecrah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode
barang, kode register, nama barang, jenis, identitas,
kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
Permohonan penghapusan barang milik dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya dilengkapi
dengan:
a, salinan/foto kopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;dan
b. fotokopi dolkumen kepemilikan atau dokumen



